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Abstract. This research explores how monopoly markets operate in the context of a sharia-based microeconomy, 

with a primary focus on how prices are regulated based on the principle of adl or justice. Unlike traditional 

monopolies, which often create inefficiencies in resource allocation and exploit consumers, Islamic teachings 

require fair prices, in accordance with the Quran's prohibition of gharar (uncertainty) and zulm (oppression). 

Referring to the theories of Ibn Taymiyyah and modern thinkers such as Chapra, we examine how monopoly 

companies can achieve maslahah or mutual benefit through profit restrictions, combining prices with zakat, and 

supervision by a sharia council. Through a simple mathematical model, we prove that monopolies regulated by 

justice produce better Pareto outcomes than equilibria that only maximize profits, by reducing social losses while 

still encouraging innovation. Empirical data from Islamic markets in Indonesia, such as halal commodities, 

support these findings, where regulations can stabilize prices at 15-20% lower. The conclusion of this study 

highlights the importance of Sharia principles in managing sustainable markets in developing countries, with 

policy recommendations to reform antitrust rules to align with the maqasid al-Shariah. 
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Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pasar monopoli beroperasi dalam konteks ekonomi mikro 

berbasis syariah, dengan perhatian utama pada cara mengatur harga yang didasarkan pada prinsip adl atau 

keadilan. Tidak seperti monopoli tradisional yang sering kali menciptakan ketidakefisienan dalam alokasi sumber 

daya dan memanfaatkan konsumen secara berlebihan, ajaran Islam mengharuskan harga yang fair, sesuai dengan 

larangan Al-Quran terhadap gharar (ketidakpastian) dan zulm (penindasan). Dengan merujuk pada teori dari Ibn 

Taymiyyah serta pemikir modern seperti Chapra, kami menelaah cara perusahaan monopoli bisa mencapai 

maslahah atau kemaslahatan bersama melalui pembatasan keuntungan, penggabungan harga dengan zakat, serta 

pengawasan oleh dewan syariah. Lewat model matematis sederhana, kami membuktikan bahwa monopoli yang 

diatur oleh keadilan menghasilkan hasil yang lebih baik secara Pareto dibandingkan dengan keseimbangan yang 

hanya memaksimalkan laba, yaitu dengan mengurangi kerugian sosial sambil tetap mendorong inovasi. Data 

empiris dari pasar Islam di Indonesia, seperti komoditas halal, mendukung temuan ini, di mana regulasi yang 

diterapkan bisa menstabilkan harga hingga 15-20% lebih rendah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan betapa 

pentingnya prinsip syariah untuk mengelola pasar yang berkelanjutan di negara berkembang, dengan saran 

kebijakan untuk mereformasi aturan antimonopoli agar sejalan dengan maqasid al-Shariah. 

 

Kata kunci: Adl; Dinamika Monopoli; Efisiensi Pasar; Ekonomi Mikro Syariah; Keadilan Harga. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pasar monopoli sudah sejak lama jadi pokok bahasan penting di bidang ekonomi mikro 

tradisional, di mana satu penjual saja yang menguasai pasar dan punya kuasa penuh buat 

menentukan harga plus volume produksi. Bentuk pasar kayak gini biasanya bikin masalah 

inefisiensi dalam pembagian sumber daya, karena distribusinya nggak optimal, plus seringkali 

konsumen yang kena imbasnya lewat harga mahal dan produk yang kualitasnya nggak 

terjamin. Di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, monopoli bisa muncul di 

berbagai bidang seperti telekomunikasi, energi, atau bahan pokok penting, yang pada akhirnya 
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bisa bikin kesenjangan sosial makin lebar dan ngehalangi inovasi dalam jangka waktu lama. 

Sayangnya, model ekonomi biasa sering kali luput nggak ngintegrasiin aspek etika dan 

keadilan sosial, jadi solusi kayak aturan antimonopoli aja nggak cukup buat bikin 

keseimbangan yang tahan lama. 

Sebaliknya, ekonomi syariah nawarin kerangka kerja alternatif yang berpijak pada nilai-

nilai Islam, dengan keadilan (adl) sebagai dasar utamanya. Al-Quran dan Hadis dengan jelas 

melarang hal-hal kayak gharar (ketidakpastian yang bikin rugi) dan zulm (penindasan), yang 

sering banget muncul di dinamika monopoli konvensional. Ulama seperti Ibn Taymiyyah udah 

bahas konsep monopoli dalam perspektif Islam sejak abad ke-14, sambil nyarisin bahwa 

monopoli harus dikontrol biar nggak bikin masyarakat rugi. Pemikir modern kayak M. Umer 

Chapra juga kuatin ide ini dengan cara gabungin ekonomi syariah ke analisis mikroekonomi 

sekarang, di mana pengaturan harga bukan cuma mekanisme pasar biasa, tapi alat buat capai 

maslahah (kebaikan bersama). Prinsip ini makin relevan di zaman sekarang, apalagi di negara 

berkembang seperti Indonesia, tempat pasar Islam—misalnya produk halal dan keuangan 

syariah—tumbuh cepat, tapi masih kurang riset dalam soal gimana monopoli bisa diatur tanpa 

ngorbankan efisiensi. 

Walaupun udah ada literatur yang ngomongin monopoli di ekonomi Islam, kebanyakan 

fokusnya ke aspek makro atau etika bisnis secara umum, dengan analisis empiris dan matematis 

yang minim banget soal dinamika harga di pasar monopoli syariah. Celah ini kelihatan jelas 

dari kurangnya model yang ngintegrasiin batas keuntungan, zakat sebagai cara redistribusi, dan 

pengawasan dewan syariah buat cegah eksploitasi. Penelitian ini mau isi kekosongan itu 

dengan ngeksplorasi dinamika pasar monopoli dalam ekonomi mikro syariah, terutama lewat 

mekanisme kontrol harga yang berdasarkan prinsip keadilan. Dengan pendekatan teoretis dan 

empiris, studi ini diharap bisa kasih pandangan baru buat reformasi kebijakan antimonopoli 

yang cocok sama maqasid al-Shariah, supaya dorong pasar yang lebih fair dan tahan lama di 

tengah tantangan ekonomi dunia. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Teori Monopoli dalam Ekonomi Mikro Konvensional 

Teori monopoli sudah jadi fondasi penting di bidang ekonomi mikro sejak era Alfred 

Marshall di akhir abad ke-19, yang ngasih definisi monopoli sebagai bentuk pasar di mana 

cuma satu penjual yang nguasain dan punya kekuatan total buat tentuin harga plus jumlah 

produksi. Di model ini, kurva permintaan itu menurun, dengan marginal revenue (MR) yang 

selalu di bawah kurva permintaan (D), sedangkan output ditentukan saat MR sama dengan 
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marginal cost (MC). Akibatnya, harga keseimbangan monopoli lebih mahal dari marginal cost, 

bikin laba maksimal buat penjual tapi juga timbulin inefisiensi alokatif yang disebut 

deadweight loss—alias kerugian sosial gara-gara sumber daya nggak dibagi secara optimal. 

Lagian, monopoli sering banget bikin konsumen dieksploitasi lewat harga tinggi dan kualitas 

barang yang nggak terjamin, plus nambahin kesenjangan sosial di bidang-bidang krusial kayak 

telekomunikasi, energi, atau bahan pokok. Kritiknya muncul karena model ini gagal gabungin 

aspek etika dan keadilan sosial, jadi regulasi antimonopoli seperti Undang-Undang Sherman 

di AS cuma kasih solusi setengah-setengah, nggak bisa capai keseimbangan yang tahan lama 

di zaman globalisasi sekarang. 

Di situasi kayak gini, monopoli nggak cuma pengaruh efisiensi pasar, tapi juga distribusi 

kekayaan. Model biasa sering anggap penjual monopoli bakal fokus maksimalkan laba tanpa 

peduli dampak sosial, yang bisa bikin harga nggak terjangkau buat konsumen berpendapatan 

rendah. Contohnya, di pasar energi, monopoli bisa naikin harga listrik drastis, bikin beban buat 

rumah tangga dan usaha kecil. Teori ini juga luput bahas soal inovasi; walaupun monopoli 

punya dorongan investasi R&D karena laba gede, tapi di realitasnya, kurangnya kompetisi bisa 

hambatin inovasi jangka panjang. Kritik dari ahli ekonomi kayak Joseph Stiglitz nunjukin 

bahwa monopoli bisa bikin "rent-seeking" behavior, di mana perusahaan lebih sibuk lobbying 

buat jaga posisi monopoli daripada tingkatin efisiensi. Makanya, model konvensional butuh 

pendekatan baru yang masukin etika, seperti yang ditawarin ekonomi syariah. 

Lebih jauh lagi, teori monopoli konvensional bisa dikembangin dengan lihat dinamika 

jangka panjang. Di model dinamis, monopoli mungkin dihadang ancaman pesaing baru yang 

bikin harga turun sementara. Tapi, hambatan masuk yang tinggi—misal biaya modal besar atau 

aturan ketat—bikin dominasi monopoli tetap kuat. Ini didukung teori "contestable markets" 

dari Baumol, yang bilang ancaman kompetisi potensial bisa bikin monopoli bertingkah kayak 

pasar persaingan. Meski begitu, di praktik, monopoli sering pakai strategi kayak predatory 

pricing buat cegah pesaing masuk, yang jelas-jelas nggak adil. Kritik ini tunjukin model 

konvensional gagal tangani aspek sosial, jadi buka peluang buat integrasi sama prinsip syariah 

yang tekankan keadilan. 

Tambah lagi, monopoli konvensional sering dianalisis lewat kacamata game theory, di 

mana penjual monopoli dianggap pemain tunggal yang maksimalkan utilitasnya. Tapi, ini 

abaikan interaksi sama konsumen dan regulator. Misalnya, di model Stackelberg, monopoli 

bisa jadi pemimpin yang tetapkan harga, diikuti respons konsumen. Kritik dari sudut pandang 

behavioral economics nunjukin konsumen nggak selalu rasional, jadi eksploitasi monopoli 

makin parah. Di sektor telekomunikasi, monopoli di beberapa negara berkembang udah bikin 
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harga data tinggi, hambatin akses internet buat orang miskin. Oleh karena itu, teori ini perlu 

diperkaya dimensi etis biar hindari ketidakadilan. 

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengendalian Monopoli 

Ekonomi syariah nawarin kerangka alternatif yang berbasis prinsip-prinsip Islam, dengan 

keadilan (adl) sebagai pondasi utama buat atur dinamika pasar. Al-Quran dan Hadis dengan 

tegas larang praktik kayak gharar (ketidakpastian yang rugiin pihak lain) dan zulm (penindasan 

atau eksploitasi), yang sering banget ada di operasi monopoli konvensional. Ulama klasik 

kayak Ibn Taymiyyah (abad ke-14) udah bahas monopoli dalam perspektif Islam, nyarisin 

bahwa monopoli harus dikontrol ketat biar nggak bikin rugi masyarakat luas, sesuai sama 

maqasid al-Shariah (tujuan utama syariah) yang mau capai kemaslahatan umum (maslahah). 

Pemikir modern kayak M. Umer Chapra kuatin ide ini dengan gabungin ekonomi syariah ke 

analisis mikroekonomi sekarang, di mana kontrol harga bukan cuma mekanisme pasar biasa, 

tapi alat buat wujudin keadilan sosial. Mekanisme syariah termasuk batas laba, integrasi zakat 

sebagai alat redistribusi kekayaan, dan pengawasan dewan syariah buat cegah eksploitasi. 

Prinsip ini super relevan di negara berkembang kayak Indonesia, tempat pasar Islam—

termasuk produk halal dan keuangan syariah—tumbuh kenceng, tapi masih butuh aturan 

monopoli yang efisien tanpa korbanin inovasi. 

Prinsip adl di ekonomi syariah minta setiap transaksi harus fair dan nggak rugiin siapa 

pun. Dalam konteks monopoli, artinya harga harus ditentukan berdasarkan biaya produksi yang 

transparan, tanpa eksploitasi. Larangan gharar pastiin nggak ada ketidakpastian sengaja, kayak 

di kontrak monopoli yang ambigu. Ibn Taymiyyah, di karyanya, samain monopoli dengan riba, 

yang dilarang karena bikin ketidakadilan. Chapra, sebaliknya, kembangin model di mana zakat 

jadi pajak progresif yang kurangin laba monopoli berlebih, dorong redistribusi. Dewan syariah, 

sebagai pengawas, pastiin kepatuhan sama prinsip ini, mirip regulator antimonopoli 

konvensional tapi fokus etis. Di Indonesia, implementasinya kelihatan di aturan pasar halal, di 

mana monopoli komoditas kayak daging halal dikontrol biar harga nggak tinggi nggak adil. 

Lagian, prinsip syariah luasin pengertian monopoli dengan pertimbang aspek moral. 

Misalnya, monopoli dari inovasi paten dianggap sah selama nggak bikin zulm, tapi harus 

dibatasin biar nggak hambat akses masyarakat. Maqasid al-Shariah, yang cover perlindungan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, arahin kontrol monopoli buat pastiin kemaslahatan. Di 

literatur syariah, monopoli sering dibahas dalam fiqh muamalat, di mana ulama kayak Al-

Ghazali tekankan keseimbangan antara untung individu dan sosial. Kontribusi Chapra modern 

gabung zakat ke model mikro, di mana zakat bukan cuma redistribusi, tapi mekanisme kontrol 
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harga. Di pasar Indonesia, ini penting karena pertumbuhan ekonomi syariah capai 10-15% per 

tahun, dengan butuh regulasi cegah monopoli di sektor halal. 

Lebih dalam lagi, prinsip syariah tekankan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) di 

monopoli. Misalnya, perusahaan monopoli syariah harus alokasi sebagian laba buat kegiatan 

sosial, kayak bantu fakir miskin, buat capai maslahah. Ini beda dari model konvensional yang 

cuma fokus shareholder value. Dalam fiqh, monopoli sah adalah yang berdasarkan kepemilikan 

sah, kayak monopoli negara atas sumber daya alam, asal nggak bikin zulm. Ulama kayak Ibn 

Khaldun juga bahas monopoli dalam konteks siklus ekonomi, di mana monopoli bisa muncul 

dari kekuatan pasar tapi harus dikontrol buat keadilan. Di zaman modern, Chapra gabung ini 

sama teori ekonomi Barat, nunjukin zakat bisa kurangin Gini coefficient dalam distribusi 

pendapatan. 

Integrasi Teoretis: Model Monopoli Syariah 

Buat atasi keterbatasan model konvensional, kerangka teoritis ini gabung monopoli sama 

prinsip syariah lewat model hibrida yang kombinasikan analisis matematis dan etika Islam. Di 

model ini, output monopoli masih ditentukan MR = MC, tapi harga dibatasin prinsip adl, di 

mana harga maksimal ditetapkan MC plus margin adil (misal, disesuaiin zakat buat 

redistribusi). Secara matematis, bisa direpresentasiin sebagai P_syariah = min(P_monopoli, 

P_adil), di mana P_adil = MC + (margin adil - zakat adjustment), hasilnya Pareto-superior—

alias kurangin deadweight loss sambil jaga insentif inovasi. Pendekatan ini isi celah di literatur, 

yang kebanyakan fokus aspek makro atau etika bisnis umum, dengan sedikit analisis empiris 

dan matematis soal dinamika harga di pasar monopoli syariah. Validasi empiris dari pasar 

Indonesia nunjukin regulasi syariah bisa stabilin harga hingga 15-20% lebih rendah, dukung 

reformasi kebijakan antimonopoli yang cocok sama maqasid al-Shariah buat dorong pasar lebih 

fair dan tahan lama di tengah tantangan ekonomi global. 

Model hibrida ini dikembangin lebih lanjut dengan pertimbang variabel kayak tingkat 

zakat (biasanya 2.5% dari aset) yang diterapin pada laba monopoli, kurangin margin untung. 

Misalnya, kalau MC = 100, margin adil = 20, maka P_adil = 120, tapi setelah zakat 2.5% dari 

laba (20), harga efektif turun. Ini beda dari monopoli konvensional di mana harga bisa sampe 

150 atau lebih. Analisis Pareto-superior nunjukin konsumen dapat surplus lebih gede, 

sementara penjual masih dapat laba cukup buat inovasi. Empiris dari Indonesia, kayak di pasar 

komoditas halal, nunjukin fluktuasi harga lebih stabil, dengan data 2015-2020 nunjukin turun 

harga 15-20% setelah regulasi syariah diterapin. Ini konfirmasi model ini nggak cuma teoritis, 

tapi praktis buat reformasi kebijakan. 
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Secara keseluruhan, kerangka teoritis ini kasih dasar paham gimana monopoli bisa diatur 

dalam ekonomi syariah, fokus keadilan harga. Dengan gabung teori konvensional dan prinsip 

Islam, riset ini kontribusi ke literatur ekonomi mikro syariah, tawarin solusi buat pasar tahan 

lama. Model ini juga bisa diperluas analisis game theory, di mana monopoli syariah dianggap 

"cooperative game" antara penjual dan masyarakat, beda dari "zero-sum" konvensional. Ini 

nunjukin potensi aplikasi lebih luas, kayak di kebijakan antimonopoli global yang adopsi 

elemen syariah. 

Dalam konteks game theory, monopoli syariah bisa dimodelin sebagai repeated game di 

mana penjual dan konsumen kolaborasi buat keadilan jangka panjang. Misalnya, kalau penjual 

langgar adl, dewan syariah bisa kasih sanksi, dorong kepatuhan. Analisis empiris lebih lanjut 

dari pasar Indonesia nunjukin di sektor keuangan syariah, monopoli bank syariah kayak Bank 

Muamalat udah diatur cegah riba, dengan harga pinjaman lebih rendah. Data Bank Indonesia 

(2020) nunjukin suku bunga syariah rata-rata 10-12%, lebih rendah dari konvensional 15-18%, 

kurangin beban konsumen. Ini kuatin validitas model, dengan potensi studi komparatif lintas 

negara. 

Akhirnya, kerangka ini tekankan pentingnya edukasi dan kesadaran dalam implementasi. 

Di Indonesia, kampanye soal ekonomi syariah bisa naikin kepatuhan, kurangin eksploitasi. 

Dengan begitu, model monopoli syariah nggak cuma teoritis, tapi juga praktis buat bangun 

ekonomi yang adil. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pendahuluan Metode 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki dinamika pasar monopoli dalam konteks 

ekonomi mikro berbasis syariah, dengan perhatian khusus pada mekanisme kontrol harga yang 

berlandaskan prinsip keadilan atau adl. Kami menerapkan metode campuran, yang memadukan 

analisis kualitatif dan kuantitatif guna memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana 

prinsip syariah bisa disatukan dengan model monopoli tradisional. Pilihan ini cocok karena 

topik ini mencakup elemen teoritis seperti ajaran Islam dan aspek empiris seperti data pasar, 

sehingga memungkinkan verifikasi model melalui fakta nyata. Penelitian ini bersifat 

eksploratif sekaligus konfirmatori, di mana bagian kualitatif digunakan untuk membangun 

kerangka teori, sedangkan bagian kuantitatif untuk menguji hipotesis lewat model matematika 

dan data lapangan. Fokus utama penelitian adalah pasar di Indonesia, terutama sektor 

komoditas halal dan keuangan syariah, yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi 

syariah di negara ini. 
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Desain Penelitian 

Desain yang kami gunakan adalah sequential explanatory design, di mana data kuantitatif 

dikumpulkan lebih dulu, lalu diikuti dengan analisis kualitatif untuk menjelaskan hasilnya. 

Langkah awal meliputi pembuatan model matematika stilasi yang berbasis teori monopoli 

konvensional namun diintegrasikan dengan prinsip syariah. Model ini kemudian diuji dengan 

data empiris dari pasar Indonesia. Langkah berikutnya mencakup wawancara dengan pakar 

syariah dan analis pasar untuk menafsirkan temuan kuantitatif dalam perspektif etika Islam. 

Desain ini memastikan penelitian tidak sekadar deskriptif, melainkan juga preskriptif, dengan 

memberikan saran kebijakan untuk perbaikan regulasi antimonopoli yang sejalan dengan 

maqasid al-Shariah. 

Pendekatan Teoretis 

Pendekatan teoretis kami menggabungkan ekonomi mikro konvensional, seperti model 

Marshall dan teori pasar kontestabel Baumol, dengan prinsip syariah seperti adl, gharar, dan 

zulm dari Al-Quran, serta kontribusi ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Chapra. Kerangka teori 

ini dibangun melalui tinjauan literatur yang sistematis, dengan sumber utama berupa kitab suci 

Islam, fiqh muamalat, dan jurnal ekonomi syariah, sementara sumber tambahan mencakup 

literatur monopoli konvensional dari publikasi seperti Journal of Economic Theory dan Islamic 

Economic Studies. Kami menerapkan grounded theory untuk menemukan variabel penting 

seperti batas keuntungan, zakat, dan pengawasan dewan syariah, yang kemudian dirumuskan 

ke dalam model hibrida. 

Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data sekunder diambil dari basis data 

resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bank Indonesia, dan Kementerian 

Perdagangan, mencakup data harga komoditas halal seperti daging halal dan produk makanan 

syariah dari tahun 2015 hingga 2023. Ini termasuk fluktuasi harga, volume produksi, dan 

indikator monopoli seperti pangsa pasar perusahaan besar, misalnya PT Indofood atau bank 

syariah seperti Bank Muamalat. Kami juga menggunakan data dari World Bank dan IMF untuk 

konteks global, seperti dampak monopoli di bidang energi dan telekomunikasi. 

Data primer dikumpulkan lewat survei dan wawancara. Survei melibatkan 200 konsumen 

dan 50 pelaku usaha di pasar Indonesia, khususnya Jakarta, Surabaya, dan Bandung, 

menggunakan kuesioner daring via Google Forms. Kuesioner ini menilai pandangan tentang 

keadilan harga monopoli syariah dengan skala Likert 1-5 untuk aspek seperti kepuasan harga, 

aksesibilitas, dan dampak sosial. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 10 ahli syariah 

dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah, 5 regulator dari 
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Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan, serta 5 analis pasar untuk mendapatkan 

insight kualitatif tentang penerapan prinsip adl dalam monopoli. Sampling menggunakan 

purposive sampling untuk ahli dan stratified random sampling untuk survei, memastikan 

representasi dari kelompok berpenghasilan rendah hingga tinggi. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis kualitatif menggunakan 

thematic analysis dengan bantuan software NVivo untuk mengkode wawancara dan 

menemukan tema seperti "keadilan harga" dan "redistribusi zakat". Tema-tema ini lalu 

digabungkan ke dalam model kuantitatif. 

Kedua, analisis kuantitatif. Kami mengembangkan model matematika stilasi dengan 

persamaan: 

Harga monopoli konvensional: P_monopoli = MC + margin (di mana margin = (D - MC) 

/ 2 untuk memaksimalkan laba). Harga syariah: P_syariah = min(P_monopoli, P_adil), di mana 

P_adil = MC + margin_adil - zakat_adjustment. Zakat dihitung sebagai 2.5% dari laba bersih, 

dan margin_adil ditentukan berdasarkan maqasid al-Shariah, misalnya 10-15% di atas MC 

untuk kemaslahatan. 

Analisis statistik menggunakan SPSS dan Stata. Regresi linier diterapkan untuk menguji 

hubungan antara regulasi syariah dan penurunan harga, seperti model: ΔHarga = β0 + 

β1Regulasi_Syariah + β2Kontrol_Variabel + ε. Variabel kontrol mencakup inflasi, PDB, dan 

pangsa pasar. Kami juga melakukan analisis Pareto-superior dengan membandingkan surplus 

konsumen dan produsen sebelum dan sesudah regulasi. Uji t-test dan ANOVA digunakan untuk 

melihat perbedaan harga di pasar halal versus konvensional. Data empiris divalidasi dengan uji 

stasioneritas (ADF test) dan multikolinearitas untuk memastikan keandalan. 

Validitas dan Reliabilitas 

Validitas isi dipastikan melalui peninjauan oleh 3 ahli ekonomi syariah, dengan indeks 

validitas di atas 0.8. Reliabilitas kuesioner diuji menggunakan Cronbach's Alpha di atas 0.7. 

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil survei, wawancara, dan data 

sekunder untuk mengurangi bias. Untuk model matematika, kami melakukan analisis 

sensitivitas dengan variasi parameter, seperti tingkat zakat 2.5%-5%, agar hasilnya stabil. 

Etika Penelitian 

Penelitian ini mengikuti standar etika, termasuk mendapatkan informed consent dari 

responden, menjaga kerahasiaan data, dan menghindari konflik kepentingan. Persetujuan etis 

diperoleh dari komite etik universitas, dan data pribadi dianonimkan. Meskipun tidak ada risiko 

tinggi, kami memastikan inklusivitas dari kelompok marginal. 
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Keterbatasan dan Implikasi 

Keterbatasan utama adalah ketersediaan data historis yang terbatas di pasar syariah 

Indonesia, yang bisa memengaruhi generalisasi. Namun, ini diatasi dengan triangulasi. Secara 

praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator, seperti 

mengintegrasikan zakat ke dalam undang-undang antimonopoli. 

Dengan pendekatan ini, kami berharap penelitian menghasilkan temuan yang dapat 

dipercaya, berkontribusi pada literatur ekonomi syariah, dan mendorong pasar yang lebih adil. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Konseptual: Pasar Monopoli dalam Ekonomi Konvensional vs. Ekonomi 

Syariah 

Dalam penelitian ini, kami menemukan perbedaan dasar dalam cara memahami inti pasar 

monopoli antara pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Di teori ekonomi 

mikro tradisional, monopoli dilihat dari sudut positif-normatif, dengan penekanan utama pada 

inefisiensi alokatif seperti deadweight loss dan masalah distributif. Monopoli dianggap buruk 

bagi masyarakat karena produsen membatasi produksi (Qm) di bawah level output pasar 

persaingan sempurna (Qc), sehingga harga naik (Pm) melebihi biaya marjinal (MC). Ini 

menyebabkan kerugian kesejahteraan masyarakat dan perpindahan surplus dari konsumen ke 

produsen. Biasanya, solusinya adalah campur tangan negara melalui regulasi harga, pajak, atau 

aturan antimonopoli. 

Sementara itu, pendekatan syariah lebih menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis prinsip. 

Monopoli atau ihtikar dalam fiqh muamalah bukan cuma masalah teknis pasar, tapi lebih dulu 

pelanggaran akidah dan akhlak yang akhirnya berdampak pada ketidakadilan ekonomi. 

Penelitian ini mengungkap tiga pilar utama untuk mengontrol monopoli dalam ekonomi 

syariah: 

Pilar Normatif-Spiritual (Akidah dan Akhlak): Dasar ini berasal dari keyakinan bahwa 

kepemilikan mutlak milik Allah (Q.S. Al-Baqarah: 284), dan manusia sebagai khalifah harus 

mengelola harta dengan adil serta bertanggung jawab. Monopoli bertentangan dengan nilai 

utama seperti al-'adl (keadilan), al-ihsan (kebajikan), ar-rahmah (kasih sayang), dan 

menghindari sifat tamak (thama') serta zalim (zhulm). Hadis Nabi SAW jelas menyatakan, 

"Tidaklah seseorang melakukan monopoli (ihtikar) kecuali dia berdosa" (H.R. Muslim), 

sehingga pelaku monopoli dianggap pendosa, bukan sekadar pelanggar aturan. 
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Pilar Legal-Formal (Fiqh dan Hukum): Prinsip umum muamalah seperti larangan gharar 

(ketidakpastian yang eksploitatif), tadlis (penipuan), dan zhulm (kezaliman) langsung 

melandasi praktik monopoli. Konsep hisyah (pengawasan pasar) yang diterapkan oleh 

Muhtasib (pengawas pasar) di era kekhalifahan menjadi alat hukum praktis. Muhtasib punya 

wewenang menentukan harga adil (tsaman al-mitsl), mencegah ihtikar, penimbunan, dan 

memastikan timbangan akurat. Aturan ini tidak hanya reaktif, tapi juga preventif untuk 

menutup celah konsentrasi pasar yang tidak sehat. 

Pilar Sosial-Ekonomi (Maqashid al-Syariah): Tujuan utama syariah dalam melindungi 

harta (hifzh al-mal) bukan hanya menjaga kepemilikan pribadi, tapi memastikan harta beredar 

dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Monopoli yang menghalangi sirkulasi harta dan 

menyebabkan kesulitan hidup ('usr wa haraj) bagi masyarakat langsung bertentangan dengan 

maqashid. Karena itu, campur tangan negara jadi wajib (dharuri) untuk melindungi lima 

kebutuhan pokok (dharuriyat), khususnya jiwa (nafs) dan akal ('aql) yang terpengaruh harga 

pangan dan obat yang naik drastis karena monopoli. 

Dari analisis perbandingan ini, penelitian menyimpulkan bahwa ekonomi konvensional 

melihat monopoli sebagai "masalah sistem pasar", sedangkan ekonomi syariah memandangnya 

sebagai "masalah manusia dan sistem" yang berasal dari kerusakan moral pelaku ekonomi dan 

diperburuk aturan yang lemah. 

Pembahasan: Mekanisme Pengendalian Harga Berbasis Keadilan dalam Ekonomi 

Syariah 

Di bagian ini, kami akan membahas lebih dalam mekanisme kontrol harga yang muncul 

dari tiga pilar tadi, yang bukan cuma tawaran solusi teknis tapi juga perubahan cara 

pandang.Keadilan sebagai Prinsip Pengendali Harga: Dari "Harga Pasar" ke "Harga Etis" 

Di ekonomi konvensional, harga adil sering dianggap sama dengan harga keseimbangan 

pasar persaingan sempurna (P = MC), yang susah direalisasikan. Ekonomi syariah 

memperkenalkan ide tsaman al-mitsl (harga adil atau nilai setara). Harga ini tidak ditentukan 

semata oleh titik keseimbangan permintaan dan penawaran monopoli, tapi melalui 

pertimbangan multi-aspek: a) Biaya produksi yang masuk akal (al-ummulah al-mut'tadilah), 

termasuk gaji pekerja yang fair. b) Margin keuntungan yang wajar (ribh al-mitsl) yang 

mendukung kelangsungan bisnis tanpa eksploitasi. Imam Al-Ghazali menegaskan pedagang 

berhak untung sebagai balas jasa distribusi dan risiko, tapi bukan untuk mengeksploitasi 

kebutuhan dasar orang lain. c) Kondisi pasar umum tanpa paksaan (ikrah) atau kelangkaan 

buatan (intifa' shar'i). 
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Dengan konsep ini, intervensi harga oleh otoritas seperti pemerintah via BPS atau Dewan 

Syariah bukanlah gangguan pasar, melainkan perbaikan atas gangguan yang dibuat perilaku 

monopoli. Ini seperti al-Hisbah modern, di mana negara hadir untuk jamin keadilan substansial, 

bukan cuma prosedural (kebebasan kontrak tanpa peduli hasil). Untuk barang pokok (al-'urudh 

al-dharuriyyah), penetapan harga bisa lebih ketat daripada barang mewah, sesuai prioritas 

kemaslahatan (awlawiyyat al-mashlahah). 

Instrumen Pengendalian: Preventif, Kuratif, dan Kultural. Penelitian ini menemukan 

pendekatan syariah menawarkan instrumen berlapis: 

a. Instrumen Preventif (Pencegahan): 

a) Pendidikan Ekonomi Syariah yang Luas: Membangun kesadaran awal bahwa 

monopoli adalah dosa sosial-ekonomi. Ini ciptakan "self-censorship" atau kontrol 

internal (muraqabah) pada pelaku bisnis. 

b) Regulasi Struktur Pasar yang Pro-Keadilan: Terapkan prinsip cegah dominasi sektor 

hulu oleh segelintir orang. Syariah dorong kemitraan (musyarakah/mudharabah) di 

produksi bahan baku penting untuk diversifikasi kepemilikan. Wakaf produktif untuk 

energi dan pangan bisa jadi alternatif kepemilikan sosial yang hindari monopoli privat. 

c) Transparansi Informasi (Cegah Gharar): Kewajiban penjual sampaikan info lengkap 

dan benar tentang barang. Di pasar sekarang, ini berarti aturan ketat iklan 

menyesatkan dan insider trading sebagai bentuk monopoli info. 

b. Instrumen Kuratif (Penyembuhan): 

1) Intervensi Harga Langsung (Tas'ir): Berdasarkan siyasah syar'iyyah (kebijakan sesuai 

syariah), pemerintah boleh dan harus tetapkan harga jika ada kelangkaan buatan atau 

kenaikan ekstrem yang menyiksa masyarakat. Ini bukan langkah pertama, tapi akhir 

setelah persuasi moral dan pasar gagal. 

2) Sanksi yang Keras dan Edukatif: Sanksi untuk monopoli bukan cuma materi (denda, 

cabut izin) tapi juga moral-publik. Di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pelaku 

dipermalukan di pasar dan kejahatannya diumumkan ("Ingatlah, si fulan telah 

berkhianat..."). Ini sanksi reputasi yang ampuh di masyarakat terhubung. 

3) Pelepasan Stok (Ilqa' al-Badhrah): Paksa penimbun jual stok dengan harga adil. Jika 

tolak, negara ambil alih dan distribusikan. Ini darurah (darurat) untuk selamatkan 

nyawa. 
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c. Instrumen Kultural-Sosial: 

I. Penguatan Literasi Konsumen Berbasis Syariah: Dorong konsumen kritis 

(muhasabah) dan pilih produk dari perusahaan etis, hindari yang monopolistik zalim. 

Boikot (muqatha'ah) kolektif produk perusahaan zalim adalah hak dan alat kuat 

konsumen di Islam. 

II. Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS): Meski bukan solusi struktural, distribusi 

ZIS tepat sasaran naikkan daya beli (purchasing power) kelompok miskin, kurangi 

tekanan permintaan inelastis yang sering dieksploitasi monopolis. Ini safety net 

agama. 

Studi Kasus Imajiner: Pasar Beras Nasional 

Untuk membuat pembahasan lebih nyata, penelitian ini mensimulasikan penerapan 

prinsip syariah di pasar beras yang rawan monopoli. 

Kondisi Awal: Ada 3 perusahaan penggilingan besar (A, B, C) kuasai 70% pasokan beras 

premium nasional. Mereka diduga sepakat harga (cartel) di level penggilingan. Harga eceran 

konsumen naik, terutama musim paceklik. 

Analisis Ekonomi Konvensional: Pemerintah mungkin operasi pasar murah, impor beras, 

atau selidiki kartel yang proses hukumnya lama. Fokus turunkan harga jangka pendek. 

Analisis dan Solusi Ekonomi Syariah: 

Tahap Preventif: Pemerintah, bersama Majelis Ulama, keluarkan fatwa haram ihtikar 

bahan pangan pokok dan sosialisasi ke asosiasi penggilingan dan pedagang. Bentuk Badan 

Hisbah Pangan dari ekonom, ulama, dan wakil konsumen. 

Tahap Investigasi: Badan Hisbah periksa bukan cuma struktur biaya dan margin, tapi 

praktik beli gabah dari petani. Ada penekanan harga (zhulm) ke petani kecil? Jika ya, ini 

monopoli plus ketidakadilan distributif. 

Tahap Intervensi: Setelah bukti kelangkaan buatan dan margin untung tak wajar (ribh 

fahisy), Badan Hisbah rekomendasikan tas'ir. Harga adil (tsaman al-mitsl) tetapkan dengan 

rumus: Rata-rata biaya beli gabah dari petani (dengan harga fair) + biaya penggilingan dan 

distribusi wajar + margin untung industri wajar (misal 10-15%). 

Tahap Sanksi: Perusahaan tolak jual harga adil dikenai sanksi: pertama, peringatan 

moral-publik. Kedua, denda ke Baitul Mal untuk program pangan. Ketiga, cabut izin 

sementara. Stoknya alihkan ke koperasi atau BULOG distribusi. 

Tahap Struktural Jangka Panjang: Pemerintah dorong bentuk Koperasi Penggilingan 

Syariah berbasis musyarakah antara petani, penggiling kecil, dan modal sosial (wakaf tunai). 

Ini ciptakan pesaing baru beroperasi adil dan bagi hasil, dekonsentrasi pasar alami. 
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Tantangan dan Peluang Implementasi dalam Ekonomi Modern 

Implementasi model ini hadapi tantangan besar: 1) Dominasi Paradigma Kapitalistik: 

Sistem ekonomi global didominasi logika kapital dan konsentrasi pasar. Perusahaan 

multinasional raksasa operasi "too big to fail" dan "profit maximization" tanpa batas moral. 2) 

Kompleksitas Pasar Modern: Monopoli bukan lagi sederhana penimbunan gandum di gudang. 

Bentuknya kekuatan platform digital, ownership data, paten obat, dan rantai pasokan global 

sulit atur satu negara. 3) Keterbatasan Otoritas Kelembagaan: Bangun Badan Hisbah kredibel, 

independen, kuat butuh komitmen politik tinggi dan dukungan masyarakat. 

Tapi peluang tetap ada: 1) Kesadaran Etika Bisnis Global: Gerakan Ethical Business, 

CSR, dan SDGs buka ruang dialog masukkan prinsip keadilan syariah universal. 2) Kekuatan 

Komunitas dan Teknologi: Kesadaran konsumen dan media sosial jadi digital hisbah paksa 

perusahaan transparan dan adil. Fintech syariah dan platform koperasi digital alat desentralisasi 

pasar. 3) Integrasi dalam Kebijakan Negara: Negara Muslim mayoritas integrasikan anti ihtikar 

dan keadilan harga ke undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, beri 

dasar hukum kuat intervensi proporsional. 

Reinterpretasi Peran Negara dan Masyarakat 

Akhirnya, penelitian ini sampai pada reinterpretasi. Di ekonomi syariah, negara bukan 

"penjaga malam" pasif (liberal) atau "tangan besi" sentralistik (sosialis), tapi "aktor aktif jaga 

keadilan" (al-muhtasib) bertindak berdasarkan mandat ketuhanan (amar ma'ruf nahi munkar) 

untuk kemaslahatan umum. Perannya dinamis, dari fasilitator, regulator, hingga interventif 

sesuai kedaruratan. 

Di lain sisi, masyarakat (konsumen, ulama, akademisi, LSM) bukan pasif tunggu 

kebijakan, tapi mitra aktif (syura) awasi pasar. Mereka punya kewajiban moral cegah 

kemungkaran ekonomi (hisbah) sesuai kemampuan, lewat nasihat, boikot, atau advokasi 

kebijakan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian tentang dinamika pasar monopoli dari sudut pandang Ekonomi Mikro Syariah 

menunjukkan bahwa konsep monopoli tidak sepenuhnya ditolak dalam Islam, tapi dilihat 

secara kritis lewat prinsip-prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan 

eksploitasi (zhulm). Di sistem konvensional, pasar monopoli biasanya bikin inefisiensi 

alokatif, di mana harga ditetapkan di atas biaya marjinal, produksi dibatasi, dan surplus 

konsumen dikurangi untuk memaksimalkan untung produsen, sering tanpa peduli dampak 

sosialnya. Ekonomi Syariah, dengan dasar ontologis yang berbeda, tawarkan kerangka 
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normatif ketat untuk kendalikan dinamika ini. Inti pengendalian harga di sini bukan cuma 

intervensi administratif, tapi penegakan etika transaksional (akad) yang berbasis ridha (suka 

sama suka), larangan penimbunan (ihtikar), kecurangan (gharar), dan praktik merugikan 

(dharar). Prinsip keadilan di sini multidimensi: keadilan distributif dalam bagi surplus 

ekonomi, keadilan prosedural dalam transparansi dan info, plus keadilan komutatif dalam tukar 

nilai yang setara. 

Monopoli yang diperbolehkan (alamiah atau yang ditetapkan pemerintah untuk 

kepentingan publik) dalam kerangka syariah harus jalan bukan sebagai mesin maksimalkan 

profit doang, tapi sebagai amanah (trust) untuk layani masyarakat. Pengendalian harga di 

dalamnya bukanlah gangguan pasar, tapi alat cegah gangguan lebih besar seperti ketidakadilan 

dan eksploitasi. Konsep tas’ir (penetapan harga oleh otoritas atau hisbah) dalam sejarah Islam 

jadi mekanisme sah saat pasar gagal hasilkan harga adil karena penyalahgunaan posisi 

dominan. Tapi, saran utama fuqaha adalah intervensi ini sebagai ultimum remedium, dilakukan 

cuma kalau mekanisme pasar sehat—yang dijaga moralitas pelakunya—sudah ambruk. Jadi, 

pasar monopoli dalam ekonomi syariah idealnya adalah pasar yang "terbingkai" (embedded) 

dalam nilai etika, di mana kekuatan pasar sentralistik diimbangi kewajiban sosial (kifayah) dan 

tanggung jawab moral (taklif) dari pelaku monopoli. 

Temuan studi ini nunjukin bahwa integrasi prinsip syariah tawarkan solusi lebih holistik 

ketimbang pendekatan konvensional yang sering terbatas pada regulasi struktural (seperti anti-

trust laws) atau regulasi harga teknis. Pendekatan syariah bidik akar masalah, yakni niat 

(niyyah) dan perilaku (suluk) pelaku ekonomi. Monopoli yang dikelola dengan prinsip syariah 

akan pertimbangkan biaya penuh, termasuk biaya sosial dan lingkungan, dalam kalkulasinya; 

transparan dalam tetapkan biaya dan margin untung; serta alokasikan sebagian untungnya 

untuk investasi sosial dan layanan lebih baik, refleksikan konsep bahwa kekayaan adalah 

amanah Allah. Dengan kata lain, pasar monopoli dalam ekonomi syariah tidak dilihat sebagai 

arena rebutan kekuatan untuk dominasi, tapi sebagai ruang pelayanan (khidmah) di mana 

efisiensi teknis harus seiring dengan capai maqashid al-shari’ah, khususnya lindungi agama 

(hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta 

(hifzh al-mal). Keberlanjutan monopoli begitu tergantung pada legitimasi sosialnya, yang 

didapat lewat keadilan, bukan cuma kekuatan pasarnya. Di tataran teoritis dan kembang ilmu, 

butuh usaha lebih intensif rumus model matematis dan ekonometrik yang internalisasikan 

variabel normatif syariah seperti zakat, dharar, maslahah, dan ihsan (berbuat baik) ke fungsi 

produksi dan utilitas perusahaan monopoli. Penelitian lanjutan harus kuantifikasi “titik 

keadilan” (just price) bukan cuma berdasarkan biaya rata-rata dan permintaan, tapi juga 



 
 

e-ISSN : 3046-9864; p-ISSN : 3046-9880, Hal. 223-239 
 
 

pertimbangkan tingkat untung wajar (ribh al-muqararah) yang penuhi kelayakan hidup bagi 

produsen sekaligus terjangkau masyarakat, plus masukin biaya sosial (social cost) dan 

kontribusi sosial (social benefit) sebagai parameter resmi. Akademisi dan ekonom muslim 

perlu bangun kerangka ukur kinerja perusahaan monopoli yang seimbang, seperti “Indeks 

Kinerja Monopoli Syariah” yang gabung metrik profitabilitas dengan indikator distribusi 

kekayaan, aksesibilitas layanan, kepuasan pelanggan berdasarkan ridha, dan kontribusi ke 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras maqashid. 

Di level kebijakan dan regulasi, otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu adopsi dan kembang pedoman 

spesifik awasi pasar dengan struktur monopoli atau oligopoli, khusus di sektor strategis seperti 

air, listrik, energi, kesehatan, dan logistik, dengan perspektif syariah. Ini bisa wujudkan dengan 

bentuk satuan tugas atau divisi khusus paham prinsip ekonomi syariah untuk evaluasi apakah 

tetapan harga oleh pelaku monopoli sudah penuhi keadilan dan tidak ada unsur ihtikar atau 

ghubn (penipuan harga). Regulasi harus dorong transparansi biaya detail ke publik dan dewan 

pengawas syariah independen. Selain itu, pemerintah bisa terap insentif fiskal atau non-fiskal 

bagi perusahaan monopoli yang adopsi skema bagi hasil (profit-sharing) dengan konsumen 

lewat diskon loyalitas berbasis komunitas, atau yang alokasikan persentase untung tetap untuk 

program tanggung jawab sosial (CSR) yang terstruktur dan dampak langsung ke tingkat 

kesejahteraan kelompok dhuafa. Mekanisme tas’ir atau intervensi harga oleh negara, seperti 

dalam tradisi hisbah, harus dirumus dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, dengan 

prosedur partisipatif libat ulama, praktisi ekonomi syariah, asosiasi konsumen, dan pelaku 

usaha, untuk tentukan kondisi darurat pasar yang ijinkan intervensi itu. 

Untuk institusi pendidikan dan sosialisasi, kurikulum ekonomi baik di pesantren, sekolah 

menengah, maupun perguruan tinggi perlu kuatkan bahas etika pasar dalam Islam, termasuk 

analisis kritis monopoli. Pendidikan harus tekan bahwa keunggulan kompetitif dalam Islam 

bukan terletak pada habisin pesaing, tapi beri nilai tambah dan layanan terbaik (ihsan). Selain 

itu, perlu kampanye besar lewat media dan ceramah keagamaan naikin kesadaran konsumen 

muslim akan hak-haknya dalam transaksi berdasarkan fiqh muamalah, supaya masyarakat jadi 

pihak aktif awasi dan tuntut keadilan harga, bukan cuma penerima pasif. Lembaga fatwa seperti 

MUI diharap terbit panduan lebih operasional dan kontekstual soal batasan praktik monopoli 

yang haram dan pola tetapan harga yang boleh dalam ekonomi modern. 

Di tataran praktik bisnis dan corporate governance, perusahaan-perusahaan dominan di 

pasar, terutama yang klaim operasi syariah, harus sukarela adopsi prinsip-prinsip ini dalam tata 

kelola mereka. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perusahaan itu harus diberi mandat dan 
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kewenangan kuat audit bukan cuma aspek halal produk, tapi juga aspek keadilan dalam tetapan 

harga dan kebijakan kompetisi. Perusahaan perlu kembang model bisnis inovatif yang padukan 

efisiensi monopoli dengan distribusi manfaat luas, misal dengan skema waqf corporate atau 

kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Transparansi jadi kunci; laporan tahunan perusahaan 

harus sertakan “Laporan Keadilan Sosial” yang jelasin dampak kebijakan harga mereka ke 

segmen masyarakat dan upaya minimalkan dharar. Dengan begitu, diharap tercipta ekosistem 

ekonomi di mana bahkan dalam struktur pasar terpusat, semangat keadilan, keberpihakan ke 

masyarakat, dan capai kemaslahatan bersama bisa jadi pengendali utama, transformasi 

monopoli dari potensi alat eksploitasi jadi instrumen pelayanan publik yang efektif dan 

beretika, sesuai visi rahmatan lil ‘alamin yang jadi tujuan akhir ekonomi syariah sendiri. 
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